
 
 

WALIKOTA SUKABUMI 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
 

NOMOR 5 TAHUN 2013 
 

TENTANG : 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 - 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALIKOTA SUKABUMI, 
 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 
2018; 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang ....... 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 
 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3584); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

15. Peraturan ....... 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata  
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 
 

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;   
 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 45); 
 

19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota 
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2); 
 

20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 
Sukabumi 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 11); 
 

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata  Cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16); 
 

22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2011 – 2031 (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11); 
 

23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor  16 Tahun 2012 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah dan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah 
Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI 

dan 
WALIKOTA SUKABUMI 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA SUKABUMI TAHUN 
2013 - 2018. 

Pasal 1 ...... 
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Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kota Sukabumi. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi. 
 
4. Perangkat Daerah adalah  unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Kecamatan, dan Kelurahan. 

 
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 

yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 

 
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan 
daerah Kota Sukabumi untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 

 
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Barat adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

 
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

 
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun  2013-2018 

yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen 
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun terhitung sejak tahun 2013  sampai dengan 2018. 

 
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
1 (satu) tahun. 

 
11. Rencana  Pembangunan  Tahunan  Satuan  Kerja  Perangkat  

Daerah, yang  selanjutnya  disebut  Rencana  Kerja  Satuan  Kerja  
Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan 
Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 
 

Pasal 2 ...... 
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Pasal 2 
 

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah 
dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional 
dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. 

 
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan 

keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan 
program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam 
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 
 

 
Pasal  3 

 
(1) RPJMD disusun berdasarkan asas-asas keterbukaan, partisipatif, dapat 

dipertanggungjawabkan, demokratis dan berkelanjutan. 
 

(2) RPJMD sebagaimana  dimaksud pada ayat  (1) menjadi pedoman bagi : 
 

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra SKPD; 
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah. 
 
 

Pasal 4 
 

Visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
sebagai berikut : 

 
a.  Visi Kepala Daerah adalah ”DENGAN IMAN DAN TAQWA 

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN RAHMATAN LIL’ALAMIN”; 
 
b. Misi Kepala Daerah adalah : 

 
1. mewujudkan reformasi biroksasi menuju sumber daya manusia 

yang beriman, bertaqwa, dan berilmu;  
2. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, 

berwibawa, jujur, adil, profesional, mendengar, dan melayani 
masyarakat dengan ikhlas; 

3. mewujudkan pelayanan dasar yang lebih baik dan berkualitas; 
4. mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah; dan 
5. meningkatkan keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan 

kota. 
 

 
Pasal 5 

 
Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan  Daerah  ini,  
terdiri  dari  : 
 

BAB  I ...... 
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BAB  I   :   PENDAHULUAN 
BAB II :   GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III :   GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
BAB IV :   ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 
BAB V :   VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH  
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS 

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 
BAB IX : PENETAPAN  INDIKATOR KINERJA DAERAH 
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN  
BAB XI : PENUTUP 

 
 

Pasal  6 
 
Uraian  Sistematika RPJMD tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Sukabumi. 
 
 

Ditetapkan di Sukabumi 
Pada tanggal 2 Oktober 2013 

 
WALIKOTA SUKABUMI, 

 
cap.ttd. 

 
MOHAMAD MURAZ 

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 2 Oktober 2013 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KOTA SUKABUMI, 
 

cap.ttd. 
 
 

M.N. HANAFIE ZAIN 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 5 


